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Kebijakan privatisasi BUMN yang mulai muncul pada era Soeharto sampai Jokowi selain 
berdampak secara ekonomi juga telah menimbulkan polemik ketatanegaraan di Indonesia. 
Privatisasi BUMN dihadapkan pada nilai etik tanggung jawab negara atas penguasaan BUMN. 
Selama ini privatisasi BUMN dianggap solusi terbaik bagi BUMN agar lebih produktif dan 
efisien saat ditangani oleh sektor swasta (privat) daripada dikuasai dan dikelola oleh negara. 
Beralihnya kepemilikan dan pengelolaan BUMN kepada swasta, dari sisi ketatanegaraan 
mempunyai implikasi yang berbeda secara filosofis dibandingkan dengan pemenuhan 
kepentingan ekonomi semata. Privatisasi BUMN dipandang telah merubah skema 
kesejahteraan sosial sekaligus mendistorsi peran dan tanggung jawab negara dalam 
mewujudkan kesejahteraan umum. Penelitian ini hendak menemukan konsep baru tentang 
privatisasi BUMN yang sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang diwujudkan dengan 
optimalnya peran negara dalam pengawasan dan pengelolaan manfaat privatisasi terhadap 
kesejahteraan rakyat.  




State owned enterprises (SOEs) privatization policy that began from Soeharto era until 
Jokowi. Besides having economic impact it also led to a constitutional polemic in Indonesia. 
Privatization of SOEs is faced with the ethical value of state responsibility for the control of 
SOEs. So far, privatization of SOEs is considered as the best solution for SOEs to be more 
productive and efficient when handled by the private sector (private) rather than controlled 
and managed by the state. The changing of ownership and management of state-owned 
enterprises to the private sector, in terms of the state administration have different 
philosophically implications than the fulfillment of economic interests. Privatization is seen to 
have changed the social welfare schemes at as well as distorted the role and responsibilities 
of the state in realizing common prosperity. This research would like to find a new concept 
of privatization of SOEs in accordance with the welfare state perspective that is realized with 
the optimal role of the state in the supervision and management of the benefits of 
privatization against the people welfare. 
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PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 Tentang Badan Usaha Milik 
Negara pada Pasal 1 Ketentuan Umum 
angka 12 menentukan bahwa, 
Privatisasi adalah penjualan saham 
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Persero, baik sebagian maupun 
seluruhnya, kepada pihak lain dalam 
rangka meningkatkan kinerja dan nilai 
perusahaan, memperbesar manfaat 
bagi negara dan masyarakat, serta 
memperluas pemilikan saham oleh 
masyarakat. Privatisasi menjadi trend 
sekaligus keharusan bagi resep 
perekonomian negara yang bertumpu 
pada kapitalisme.  
 Tidak dapat dipungkiri bahwa 
kapitalisme menyumbang banyak 
kemajuan bagi pertumbuhan ekonomi 
suatu negara bahkan dunia. Beragam 
sektor mulai dari industri, energi, 
pangan, perbankan, manufaktur, media 
dan lain-lain lambat laun menjadi 
domain sepenuhnya dari para pemilik 
modal. Ketika modal yang berkuasa 
beroperasi maka prinsip ekonomilah 
yang berlaku, laba yang sebesar-
besarnya dengan modal yang 
seminimal mungkin, hal itu merupakan 
doktrin klasik kapitalisme. Ekonomi 
liberal telah sedemikian rupa 
membingkai masyarakat dunia kedalam 
sistem ekonomi kapitalis yang 
mensyaratkan kompetisi bebas yang 
terbuka. Adapun peran negara 
hanyalah sebagai fasilitator dari modal 
yang beroperasi, dan kemudian negara 
menyediakan sarana prasarana dan 
kondisi yang kondusif untuk memacu 
produksi dengan tertib.   
 Peran negara diperlukan dengan 
membuka seluas mungkin peluang 
berkembangnya modal. Tiga poin 
pokok penyangga kapitalisme yang 
terdiri dari liberalisasi ekonomi, 
deregulasi, dan privatisasi menjadi tren 
kebijakan yang didiktekan oleh lembaga 
keuangan asing seperti IMF dan World 
Bank kepada suatu negara. Ketatnya 
kontrol lembaga keuangan asing 
tersebut yang berdalih untuk 
membantu pembangunan pada 
kenyataannya telah menjadikan negara 
terutama negara dunia ketiga seperti 
Indonesia sangat tergantung pada 
bantuan asing yang notabene adalah 
hutang luar negeri.  
 Pasca krisis ekonomi 1997 
Indonesia dihadapkan pada 
pembayaran hutang luar negeri yang 
masih belum terbayarkan. Kembali IMF, 
WTO, dan World Bank menawarkan 
bantuan dengan syarat SAP (structural 
adjustment project), dimana privatisasi 
menjadi salah satu fondasi penguatnya. 
Kebijakan privatisasi pun dijadikan 
salah satu acuan untuk mendukung 
program penyesuaian struktural bagi 
kelancaran hutang luar negeri. 
Privatisasi sendiri sudah dilakukan sejak 
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Orde Baru untuk menutup hutang-
hutang luar negeri,  
…Privatisasi (penjualan) BUMN 
di Indonesia telah dilakukan 
sejak rezim Orde Baru. 
Pemerintah menjual 35% saham 
PT Semen Gresik (1991), 35% 
saham PT Indosat (1994), 35% 
saham PT Tambang Timah 
(1995) dan 23% saham PT 
Telkom (1995), 25% saham BNI 
(1996) dan 35% saham PT 
Aneka Tambang (1997) (BUMN-
RI, 2016). Kemudian setelah 
penyesuaian struktural tahap 
kedua dijalankan,  pada tahun 
1998 Pemerintah kembali 
menjual 14% saham PT Semen 
Gresik kepada perusahaan 
asing, Cemex; 9,62% saham PT 
Telkom; 51% saham PT Pelindo 
II kepada investor Hongkong; 
dan 49% saham PT Pelindo III 
kepada investor Australia. 
Tahun 2001 Pemerintah lagi-lagi 
menjual 9,2% saham Kimia 
Farma, 19,8% saham 
Indofarma, 30% saham 
Socufindo dan 11,9% saham PT 
Telkom (Republika Online, 
2016). Kemudian pada tahun 
2007, Wapres Jusuf Kalla 
mengemukakan bahwa dari 135 
BUMN yang dimiliki Pemerintah, 
jumlahnya akan diciutkan 
menjadi 69 di tahun 2009, dan 
25 BUMN pada tahun 2015. 
(Antara, 2007)  
Untuk menjamin pelaksanaan 
privatisasi berjalan lancar, maka 
pemerintah pun menentukan dengan 
tegas kebijakan privatisasi kedalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara. 
kemudian untuk mensistematiskan 
upaya privatisasi tersebut dibentuklah 
komite Privatisasi dengan Keppres 
Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Komite 
Privatisasi Perusahaan Perseroan 
(Persero).  
Ketika privatisasi diatur dalam 
bentuk peraturan perundang-
undangan, semakin banyak pula 
perusahaan dan atau aset publik 
menjadi milik privat. Dengan kata lain 
aset negara yang diperuntukkan bagi 
hajat hidup orang banyak menjadi 
semakin sedikit dan hal tersebut 
berdampak pada semakin beratnya 
beban yang harus ditanggung 
masyarakat dengan maraknya 
komersialisasi disegala bidang 
kehidupan. Dengan adanya payung 
hukum untuk melakukan privatisasi, 
maka pemerintah pada hampir setiap 
tahun melakukan privatisasi terhadap 
BUMN. Tahun berganti, kebijakan 
Privatisasi BUMN terus dijalankan oleh 
rezim-rezim selanjutnya  dengan lebih 
masif. Bersama dengan DPR, 
Kementerian BUMN terus melakukan 
privatisasi terhadap beberapa BUMN. 
Data terakhir pada tahun 2016, Komisi 
VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 
menyetujui privatisasi empat badan 
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usaha milik negara (BUMN) dengan 
disertai langkah penyertaan modal 
negara (PMN). yakni PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk sebesar 65,05%, PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk 70%, PT Krakatau 
Steel (Persero) Tbk 80%, dan PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) 
Tbk dengan saham minimal 51%.1  
Dengan privatisasi kini aset-aset 
vital yang ditujukan bagi pemenuhan 
hajat hidup orang banyak tidak lagi 
dikuasai negara tetapi oleh para pemilik 
modal, regulasi dibuat semudah 
mungkin agar penetrasi modal bisa 
masuk dengan leluasa dan 
keuntungannya semakin berlipat. Hal 
ini menyebabkan harga-harga barang 
kebutuhan pokok menjadi mahal, 
rakyat tidak bisa dengan mudah 
memenuhi kebutuhannya dengan baik. 
Kemiskinan menjadi fenomena yang 
nyata dalam sistem ekonomi kapitalistik 
sekarang ini. Keterbatasan akses 
masyarakat terutama dari masyarakat 
miskin atas kesehatan, pangan, 
pendidikan, dan lingkungan hidup yang 
sehat dan aman, menjadikan kualitas 
hidup manusia yang tinggal dalam 
                                                          
1 http://www.beritasatu.com/makro/381
612-dpr-setujui-privatisasibumn.html, 
beritasatu.com, juni, 2017 
suatu negara cenderung mengalami 
penurunan.  
Privatisasi BUMN sebagai sebuah 
kebijakan publik yang dibuat oleh 
pemerintah telah memunculkan 
paradoks yang tajam tentang 
bagaimana negara menjamin akan 
mampu memenuhi kebutuhan warga 
negaranya tanpa imbas negatif 
komersialisasi dari privatisasi yang 
dilakukan. Hal ini tentunya tidak akan 
lepas dari aspek model kebijakan publik 
yang dianut dalam memformulasikan 
kebijakan Privatisasi BUMN, yang  
berpeluang merubah penguasaan aset 
dan sumber daya milik publik yang 
seharusnya digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat menjadi 
milik segelintir orang/kelompok yang 
bermodal. Oleh karena itu kebijakan 
Privatisasi BUMN perlu dikaji lebih 
dalam mengenai substansi dan arah 
kebijakan tersebut dalam konteks 
negara liberal yang tidak dapat 
dilepaskan dari pengaruh kapitalisme 
global. 
Privatisasi BUMN telah menjadi 
kebijakan publik dari era Soeharto 
sampai Jokowi. Dengan berbagai model 
privatisasi yang kian masif mau tidak 
mau berpengaruh pada ekonomi 
Indonesia dan terutama berkaitan 
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dengan fungsi dan tanggung jawab 
negara untuk kesejahteraan rakyat. 
Setiap rezim yang berkuasa selalu 
menggunakan Privatisasi sebagai 
strategi dan sarana untuk 
meningkatkan perekonomian negara. 
Namun demikian konsep privatisasi itu 
sendiri perlu ditelaah lebih lanjut 
dimana posisinya terhadap 
keberpihakan manfaat dan tugas 
tanggung jawab pemerintah terhadap 
kepentingan rakyat.  
 Dalam konteks paham negara 
kesejahteraan yang dianut oleh 
Indonesia dan tercermin dalam 
konstitusi, dijelaskan bahwa dalam 
Pasal 33 ayat (2) menentukan bahwa 
Cabang-cabang produksi yang penting 
dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak di kuasai oleh negara. Hal itu 
merupakan amanat konstitusi guna 
menjamin terwujudnya kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Penguasaan negara dalam cabang-
cabang produksi ini diwujudkan melalui 
keberadaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Hasil produksi cabang-cabang 
produksi yang bernaung dalam BUMN 
inilah yang menjadi salah satu sumber 
APBN untuk kesejahteraan rakyat.  
Kebijakan privatisasi BUMN yang 
mulai muncul pada era Soeharto telah 
menimbulkan polemik ketatanegaraan 
yang serius manakala kepentingan 
pembangunan perekonomian Indonesia 
dihadapkan pada etik nilai tanggung 
jawab negara atas aset-aset vital yang 
menguasai hajat hidup orang banyak 
menjadi tidak jelas dan kabur 
manfaatnya pada saat kepemilikan dan 
pengelolaannya dimiliki oleh privat 
(swasta). Beralihnya kepemilikan dan 
pengelolaan BUMN dari sisi 
ketatanegaraan mempunyai implikasi 
yang berbeda secara filosofis dari 
hanya sekedar kepentingan 
pembangungan ekonomi global 
kapitalistik. Privatisasi BUMN dipandang 
telah merubah skema kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat menjadi 
kesejahteraan swasta para pemiliknya. 
Hal ini menjadi paradoks 
ketatanegaraan ketika negara 
kehilangan aset dan kendali atas aset 
yang semestinya bisa digunakan secara 
maksimal untuk kesejahteraan rakyat.  
Pandangan kritis demikian 
merupakan sebagian pandangan dari 
aliran dekonstruksi hukum yang menilai 
dari sudut pandang yang berbeda dari 
aliran positivisme. Penganut positivisme 
sangat mengagungkan ketentuan yang 
bersifat formal yang mengikat secara 
pasti melalui Undang-Undang, dan 
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tiada kesalahan saat substansi yang 
diatur sudah diundangkan. Positivisme 
dari sudut pandang aliran filsafat 
mengetengahkan fenomena yang 
membatasi fakta sebatas yang tertulis 
pada teks semata. Tidak ada kebenaran 
lain yang boleh berbeda dengan yang 
tertera pada teks yang eksplisit. Hal itu 
menyebabkan pandangan-pandangan 
evaluatif terhadap privatisasi dianggap 
melawan keteraturan yang sudah 
terlegitimasikan dalam kewenangan 
pemerintah sebagai regulator sekaligus 
operator kebijakan privatisasi. 
Sementara disisi lain efek negatif 
privatisasi terhadap konsep negara 
kesejahteraan sudah semakin 
mendistorsi peran dan tanggung jawab 
negara dalam mewujudkan 
kesejahteraan umum.  
Baru-baru ini pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) No.72 Tahun 2016 tentang 
perubahan atas PP No.44 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada 
BUMN dan Perseroan Terbatas. Pada 
Pasal 2A ayat (1) PP No. 72 Tahun 
2016 menentukan bahwa penyertaan 
modal negara yang berasal dari saham 
milik negara pada BUMN atau 
Perseroran Terbatas lain, dilakukan 
oleh pemerintah pusat tanpa melalui 
APBN. Dalam konteks negara hukum 
kesejahteraan semestinya 
kesejahteraan umum bisa diperoleh 
dari aktifnya pemerintah untuk 
menjamin hak-hak rakyat dalam bidang 
ekonomi sosial budaya. Di bidang 
perekonomian sangat penting mengkaji 
lebih komprehensif bagaimana konsep 
privatisasi BUMN diletakkan dalam 
kerangka pembangunan ekonomi yang 
lebih berkeadilan serta tidak melanggar 
prinsip-prinsip negara hukum 
kesejahteraan yang dianut dalam 
konstitusi Republik Indonesia. Dari latar 
belakang diatas memunculkan rumusan 
masalah sebagai berikut 1).Apakah 
konsep privatisasi BUMN telah 
melanggar prinsip negara hukum 
kesejahteraan? 2). Apa akibat hukum 
Privatisasi BUMN terhadap prinsip 
negara hukum kesejahteraan? 
METODE PENELITIAN 
Metode adalah cara atau 
prosedur. Metode kajian berarti cara 
atau prosedur melakukan pengkajian. 
Oleh karena bidang kajian adalah ilmu 
hukum maka digunakan metode 
penelitian ilmu hukum. Metode 
penelitian ilmu hukum  terdiri dari 
penelitian hukum doktrinal  atau 
Surya Keadilan  135 
P-ISSN  : 2599-2252, E-ISSN : 2622-5166 
Vol. 3, No. 1,  Mei  2019 
 
 
penelitian hukum normatif dan 
penelitian hukum non doktrinal atau 
penelitian hukum sosiologis/empiris. 
“Penelitian hukum normatif adalah jenis 
penelitian yang lazim dilakukan dalam 
kegiatan pengemban hukum”. 2  Oleh 
karena itu penelitian ini disebut juga 
penelitian dogmatik hukum 
(Rechtsdogmatiek). Penelitian model ini 
mendasarkan pembuktian deduksi 
bertolak dari preposisi umum (premis 
mayor) yang sudah tak terbantahkan 
kebenarannya (self evident, given). 3 
Penelitian hukum nondoktrinal 
menempatkan hasil pengamatan atau 
realitas sosial sebagai premis mayor, 
kemudian melakukan pencarian dasar 
pembenar melalui norma-norma 
keajekan antara berbagai gejala yang 
memanifestasikan keberadaan hukum 
di alam kenyataan4  
Metode penelitian dalam 
penelitian ini adalah menerapkan 
metode penelitian hukum  yuridis 
normatif. Metode ini dipilih karena 
obyek yang diteliti berupa norma dan 
doktrin serta asas hukum yang 
                                                          
2  B.Arief Sidharta, Editor: Sulistyowati 
Irianto & Shidarta. Metode Penelitian Hukum 
Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2009,hal.142 
3 Ibid.,hal.131 
4 Ibid., hal.132 
berkaitan dengan judul penelitian ini. 
Penelitian yuridis-normatif ialah metode 
penelitian kepustakaan yaitu penelitian 
terhadap data sekunder. Data sekunder 
dibagi menjadi 3 (tiga) macam jika 
ditinjau dari sifat mengikatnya, yaitu 
bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tertier.5 
Metode pendekatan merupakan 
suatu usaha untuk memandang obyek 
yang diteliti sehingga menghasilkan 
suatu masalah dalam penelitian. 
Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah statute approach 
(pendekatan perundang-undangan) 
adalah suatu pendekatan dalam 
penelitian yuridis normatif yang akan 
menggunakan berbagai aturan hukum 
yang menjadi fokus sekaligus tema 
sentral suatu penelitian. 6  Di dalam 
penulisan karya ilmiah ini pula 
menggunakan pendekatan dekonstruksi 
untuk menemukan makna yang 
tersembunyi di balik pemberlakuan 
suatu peraturan perundang-undangan.   
HASIL PENELITIAN 
1. Kebijakan Privatisasi 
                                                          
5  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian 
Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia, 2006. 
6  Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian 
Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2005 
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Kata privatisasi bisa dirunut 
dari kata dasarnya yaitu 
Prive/Private (Inggris).  Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Prive artinya mengenai atau untuk 
diri sendiri. 7  Sementara pengertian 
Private menurut Oxford Dictionary, 
adalah kata sifat (adjective) yang 
bermakna sebagai berikut yaitu  
Belonging to a person or group, not 
publik;Confidential; Secluded; Not 
provided by the state. 8  Sedangkan 
menurut Sheila B. Kamerman dan 
Alfred J. Khan mendefinisikan 
privatisasi secara politik sebagai, 
1).seluruh pergeseran aktivitas atau 
fungsi dari negara kepada sektor 
swasta; 2). lebih khusus lagi, 
seluruh pergeseran dari publik 
kepada sektor swasta dalam 
produksi barang-barang dan 
pelayanan; dan kedua yang lebih 
khusus adalah seluruh pergeseran 
produksi barang-barang dan 
pelayanan dari publik kepada 
swasta. 9  Menurut William L. 
                                                          
7  WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006 
8  Sara Hawker, Oxford Dictionary and 
Thesaurus of Current English, Great Britain: 
Oxford Dictionary Press, Clays Ltd, 2004. 
  9  Salamudin Daeng, Privatization: The 
Foundation of Neoliberal Economic, Artikel, 
Economic Turmoil, Global Justice Update, 
Journal Monitoring Globalization and Free 
Megginson seperti dikutip oleh Coen 
Husein Pontoh tujuan 
dilaksanakannya privatisasi ada 
lima: 1) Meningkatkan pendapatan 
baru bagi pemerintah; 
2).Mendorong efisiensi ekonomi; 
3).Mengurangi campur tangan 
pemerintah dalam perekonomian; 
4).Memberikan kesempatan untuk 
mengenalkan persaingan; dan 
5).Mengembangkan pasar modal 
negara.10  
Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 Tentang Badan Usaha 
Milik Negara pada Pasal 1 Ketentuan 
Umum angka 12 menentukan 
bahwa, Privatisasi adalah penjualan 
saham Persero, baik sebagian 
maupun seluruhnya, kepada pihak 
lain dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan nilai perusahaan, 
memperbesar manfaat bagi negara 
dan masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masyarakat. 
Selanjutnya Pasal 74 ayat 1 dan 2 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 Tentang Badan Usaha Milik 
Negara menentukan maksud untuk 
                                                                                      
Trade, Volume 6/Special Edition, Jakarta: 
Institut for Global Justice, 2008 
 
 10  Coen Husein Pontoh, Akhir Globalisasi; 
Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa, 
Jakarta : C Books, 2003 
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dan tujuan privatisasi adalah untuk 
meningkatkan kinerja dan nilai 
tambah perusahaan dan 
meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan saham 
Persero. 
Mekanisme privatisasi 
berdasarkan Pasal 3 Peraturan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor: per-01/mbu/2010 tentang 
Cara Privatisasi, Penyusunan 
Program Tahunan Privatisasi, dan 
Penunjukan Lembaga dan/atau 
Profesi Penunjang serta Profesi 
lainnya, privatisasi (perusahaan 
negara) dapat dilakukan dengan 
cara penjualan saham berdasarkan 
ketentuan Pasar Modal melalui : 
1).penawaran umum (initial public 
offeringgo public); 2). penawaran 
umum lanjutan (secondarypublic 
offering);3). penerbitan obligasi 
konversi dan efek lain yang bersifat 
ekuitas; 4).penjualan saham kepada 
mitra strategis (direct placement) 
bagi persero yang telah terdaftar di 
bursa saham atau efek; 5) cara lain 
sepanjang memenuhi ketentuan di 
bidang Pasar Modal.11  
                                                          
       11  UU No. 8 Tahun 1995 Tentang 
Pasar Modal 
2. Negara Hukum Kesejahteraan 
Ide negara hukum 
kesejahteraan merupakan antitesa 
atas paham negara hukum liberal 
yang diperjuangkan oleh golongan 
liberal untuk motif ekonomi. 
Liberalisme adalah pengakuan 
terhadap hak-hak untuk melakukan 
aktifitas ekonomi bebas dan 
pertukaran ekonomi berdasarkan 
kepemilikan pribadi dan pasar. 12 
Golongan liberal memperjuangkan 
ide negara penjaga malam supaya 
pemerintah tidak campur tangan 
dalam kehidupan individu. Bahkan, 
pemerintah wajib memberikan 
jaminan keamanan dan ketertiban 
supaya individu dapat bebas 
melakukan aktifitas ekonominya. 
Namun negara hukum liberal hanya 
menguntungkan sekelompok orang 
(kapitalis) saja dan mengabaikan 
kepentingan rakyat banyak dan 
cenderung eksploitatif. Seiring 
dengan kompleksnya kebutuhan 
bernegara telah memunculkan 
paham baru yaitu negara hukum 
material (negara hukum 
kesejahteraan/Welfarestaat). Tujuan 
negara hukum material adalah 
                                                          
12 Francis Fukuyama, The End of The History 
and The Last Man, Yogyakarta: Qalam, 2003. 
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memberikan kesejahteraan kepada 
segenap masyarakat (kesejahteraan 
umum). Tidak ada istilah lain yang 
lebih penting dalam negara hukum 
material selain istilah kesejahteraan 
umum. Tujuan mewujudkan 
kesejahteraan rakyat menunjukkan 
bahwa negara hukum berorientasi 
kepada kepentingan publik sehingga 
dikatakan bersifat populis. 13  Dalam 
negara hukum material, negara 
bertindak secara aktif supaya dapat 
menyelenggarakan kesejahteraan 
rakyat. Sebagai konsekuensinya 
negara harus memiliki kekuasaan 




rakyat diletakkan di pundak 
pemerintah. Sebagai konsekuensinya 
kedudukan pemerintah bersifat 
ganda. Di satu pihak pemerintah 
berkedudukan sebagai penguasa 
yang membuat aturan, pada saat 
yang sama pemerintah 
berkedudukan sebagai pelayan 
masyarakat (public servant).14  
 
                                                          
13  Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, 
Jakarta: Erlangga, 2010 
14  Sibuea Hotma P, Ilmu Negara, Erlangga, 
Jakarta, 2014. 
3. Critical Legal Studies 
Kebijakan publik yang dibuat 
pemerintah terhadap rakyatnya 
tentunya tidak dapat dilepaskan dari 
persoalan tatanan sosial yang ada. 
Tatanan sosial masyarakat liberal 
dengan Doktrin Kepentingan 
Pribadinya  diulas dengan Detail 
oleh Roberto Unger bahwa, manusia 
diatur oleh kepentingan pribadi dan 
dituntun oleh pertimbangan cara 
yang paling efisien untuk mencapai 
tujuan-tujuannya yang dipilih secara 
pribadi. Gagasan kepentingan 
pribadi dapat diperluas hingga 
mencakup perhatian altruistis bagi 
kesejahteraan manusia lain selama 
pilihan itu didasarkan pada 
kehendak bebas manusia itu sendiri. 
Dikatakan lebih lanjut bahwa 
Doktrin kepentingan pribadi 
mengakui bahwa tujuan-tujuan 
berbagai ragam individu cenderung 
bertentangan karena mereka 
menghendaki hal-hal yang berbeda, 
atau hal-hal yang sama tetapi belum 
cukup terpenuhi. Jenis pertentangan 
yang kedua biasanya diselesaikan 
melalui mekanisme pasar. 15 
                                                          
15  Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, 
Bandung:Nusamedia, 2008, 32. 
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Prof. Tjip mengutip pendapat 
Unger bahwa CLS mengecam 
doktrin netralitas, kemurnian, dan 
otonomi hukum dengan menyatakan 
bahwa istilah-istilah tersebut tak 
lebih sebagai mitos belaka, karena 
dalam kenyataannya hukum tidak 
bekerja dalam ruang hampa, namun 
sangat ketat dipengaruhi oleh 
kepentingan-kepentingan politik 
yang subjektif. CLS menawarkan 
solusi agar pengkajian hukum dapat 
dilakukan tanpa harus terjebak oleh 
pikiran positivisme hukum, yaitu 
dengan menghilangkan pemisahan 
doktrin hukum dengan teori sosial 
empiris. Sementara itu berbeda 
halnya dengan pikiran positivisme 
hukum yang mengemuka dalam 
bentuk peraturan perundang-
undangan dianggap sebagai bentuk 
yang sempurna karena hukum itu 
diciptakan dan dapat digunakan 
sebagai alat/instrumen rekayasa 
sosial (law as a tool of social 
enginering) untuk mendorong dan 
menciptakan perubahan dalam 
masyarakat.16  
 
                                                          
16  Satjipto Raharjo, Membedah Hukum 
Progresif , Jakarta: Penerbit buku Kompas, 
Gramedia. 2008, 169. 
PEMBAHASAN 
Negara hukum kesejahteraan erat 
kaitannya dengan kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
mewujudkan kesejahteraan umum 
(sosial). Seperti yang dikemukan oleh 
Bung Hatta, bahwa didalam negara 
kesejahteraan erat kaitannya dengan 
demokrasi dan kedaulatan rakyat 
terutama dalam bidang ekonomi. 
Dalam pamphlet yang berjudul "Menuju 
Indonesia Merdeka" tersebut, Bung 
Hatta menjelaskan pengertian 
kerakyatan, demokrasi, dan arti penting 
demokrasi ekonomi sebagai salah satu 
pilar model demokrasi sosial yang 
cocok bagi Indonesia merdeka. Dalam 
demokrasi ekonomi, tidak lagi orang 
seorang atau satu golongan kecil yang 
mesti menguasai penghidupan orang 
banyak seperti sekarang, melainkan 
keperluan dan kemauan rakyat yang 
banyak harus menjadi pedoman 
perusahaan dan penghasilan. Sebab 
itu, segala tangkai penghasilan besar 
yang mengenai penghidupan rakyat 
harus berdasar pada milik bersama dan 
terletak di bawah penjagaan rakyat 
dengan perantaraan badan-badan 
perwakilannya," 17  Berdasarkan 
                                                          
17 Santosa Awan, Rezim Ekonomi 
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penjelasan tersebut, sistem ekonomi 
Indonesia tidak menghendaki karakter 
individualistis dan kapitalistis. Oleh 
karena itu dalam usaha mengelola 
kekayaan negara dalam bentuk 
perusahaan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak semestinya 
dilakukan secara demokratis. 
Selanjutnya hasil usaha bersama itu 
tidak digunakan atau dinikmati oleh 
segelintir orang saja tetapi ditujukan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat dalam upaya pemenuhan 
pelayanan publik yang berkualitas.   
Keberadaan BUMN dalam 
mengurusi cabang produksi yang 
penting bagi negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak sejak 
Indonesia merdeka, telah menjadi 
modal dasar bagi negara untuk 
memenuhi komitmennya 
mensejahterakan masyarakat. Sebagai 
salah satu pondasi perekonomian 
nasional, BUMN dipandang sebagai 
representasi kedaulatan negara dalam 
bidang ekonomi. Namun demikian 
adanya privatisasi BUMN yang 
membuka celah kepemilikan BUMN ke 
tangan swasta menimbulkan 





konsekuensi yuridis yang berbeda 
dengan kalkulasi ekonomi tentang 
keuntungan dan kerugiannya. Saat ini 
kebutuhan hak dasar masyarakat dalam 
pemenuhan barang dan jasa masih 
sangat tinggi. Namun pemerintah pada 
saat kondisi perekonomian melemah 
justru mengeluarkan kebijakan yang 
tidak populis dengan terus melanjutkan 
privatisasi BUMN. Pembukaan peran 
swasta baik nasional maupun asing 
kedalam pemilikan BUMN akan 
membuka kemungkinan komersialisasi 
barang dan jasa yang dihasilkan dari 
BUMN. 
Adanya kebijakan privatisasi 
BUMN yang menjadi program 
pemerintah dan  dilakukan terus 
menerus pada hampir setiap tahun 
sejak diberlakukannya UU Nomor 19 
Tahun 2003 Tentang BUMN, 
merupakan kebijakan instant yang 
mengacu pada model kebijakan Policy 
as Elite Preference. Artinya kebijakan 
privatisasi BUMN ini lebih condong 
merupakan kehendak dan kepentingan 
para elit yang berkuasa untuk 
melanggengkan dominasi kuasanya 
terhadap perekonomian liberal yang 
dijalankan di Indonesia, daripada untuk 
memenuhi kepentingan umum 
masyarakat atas pemenuhan hak-
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haknya terhadap sumberdaya yang 
diprivatisasi.  
Adapun mekanisme privatisasi 
yang dilakukan berdasarkan Pasal 3 
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Nomor: per-01/mbu/2010 
tentang Cara Privatisasi, Penyusunan 
Program Tahunan Privatisasi, dan 
Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi 
Penunjang serta Profesi lainnya sangat 
erat hubungannya dengan pasar modal 
yang diatur dalam UU No.8 Tahun 
1995. Kenyataan dilapangan Penjualan 
saham BUMN berdasarkan ketentuan 
pasar modal terdiri dari penjualan 
saham perdana (intial public 
offering/IPO) dan Right Issue. 
Penjualan saham langsung kepada 
investor dapat berupa strategic sale 
(SS). Dari hal tersebut diketahui bahwa 
penjualan saham BUMN lebih 
diutamakan untuk kepentingan 
eksternal yaitu kepentingan investor 
dan pasar modal (swasta). Sedangkan 
penjualan saham langsung kepada 
manajemen atau karyawan BUMN yang 
bersangkutan sangat jarang dilakukan 
oleh pemerintah.18  
Kondisi demikian telah membuka 
                                                          
18  J.P Saragih, Desentralisasi Fiskal dan 
Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Jakarta : 
Ghalia Indonesia, 2003 
celah penguasaan saham swasta atas 
BUMN sehingga harapan pemenuhan 
kesejahteraan rakyat menjadi 
diragukan. Keraguan ini sangat 
beralasan ketika sektor swasta yang 
berorientasi provit tentunya akan terus 
mengejar keuntungan untuk dirinya 
sendiri tanpa berpikir tentang 
kesejahteraan rakyat. Berbeda ketika 
prinsip negara kesejahteraan 
meletakkan BUMN sebagai aset untuk 
melayani masyarakat. Watak 
individualis kapitalisme dalam BUMN 
yang diprivatisasi akan menggeser 
orientasi kerakyatan dalam 
perekonomian nasional. BUMN sebagai 
aset negara yang didirikan untuk 
melayani masyarakat kini tidak lagi 
menjadi tujuan utama melainkan untuk 
mengejar keuntungan perusahan.  
Posisi negara yang lemah dalam 
privatisasi BUMN ini dapat diketahui 
dari dua indikator. Pertama, perubahan 
status kepemilikan bersama atas 
barang/jasa kepada kepemilikan swasta 
sehingga negara kehilangan kontrol 
efektif terhadap aset-asetnya. Kedua, 
perubahan orientasi keuntungan BUMN 
yang diprivatisasi hasilnya digunakan 
untuk keuntungan perusahaan. Jika 
melihat kembali ketentuan Pasal 33 
ayat (2) UUD 1945, negara mempunyai 
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hak menguasai atas cabang-cabang 
produksi yang penting yang digunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Namun mekanisme mengelola 
kekayaan negara dalam bentuk BUMN 
yang dilakukan berdasarkan UU dan 
peraturan perundang-undangan 
dibawahnya telah menimbulkan 
pergeseran makna pemenuhan 
kesejahteraan rakyat dan cenderung 
inkonstitusional. Hal ini terlihat pada 
pengaturan PP No.72 Tahun 2016 
tentang tentang perubahan atas PP 
No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penyertaan dan Penatausahaan Modal 
Negara pada BUMN dan Perseroan 
Terbatas yang menentukan bahwa 
proses penyertaan modal negara 
berupa saham BUMN dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat tanpa melalui APBN. 
Pada ketentuan PP ini kontrol negara 
terhadap BUMN semakin lemah karena 
DPR tidak lagi terlibat dalam 
pengawasan modal negara yang 
disertakan sehingga dapat menjadi 
milik swasta sepenuhnya. Selain itu  
ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No.72 
Tahun 2016 bahwa tujuan utama BUMN 
adalah mengejar keuntungan, 
merupakan kesalahan fatal karena telah 
menggeser orientasi pelayanan publik 
menjadi bersifat komersial sehingga 
konsekuensinya negara menjadi abai 
terhadap pemenuhan kesejahteraan 
rakyat. Padahal orientasi kesejahteraan 
rakyat adalah nafas demokrasi ekonomi 
yang diidam-idamkan oleh pendiri 
bangsa ini. Kepentingan pembangunan 
ekonomi yang berkeadilan sosial akan 
menciptakan kesejahteraan umum 
untuk menciptakan masyarakat adil dan 
makmur seperti yang menjadi tujuan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dominasi liberalisasi ekonomi 
itulah yang menjadi nafas PP No.72 
Tahun 2016 sehingga negara 
kehilangan hak menguasai negara 
dalam cabang-cabang produksi yang 
penting untuk kesejahteraan rakyat. 
Pada saat mekanisme penyertaan 
modal negara dalam saham BUMN 
dilakukan tanpa melalui proses APBN, 
hal itu merupakan pelanggaran prinsip 
negara hukum kesejahteraan sekaligus 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 
33 ayat (2) UUD 1945. Selain itu 
ketentuan PP No.72 Tahun 2016 juga 
melanggar UU No.17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara karena 
bagaimana pun juga BUMN adalah 
perusahaan negara yang seluruh atau 
sebagian modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat, dimana seluruh 
aktifitas BUMN masuk ke dalam lingkup 
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keuangan negara yang harus mendapat 
persetujuan DPR. Dalam pelaksanaan 
demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat 
yang direpresentasikan oleh DPR 
memegang peranan penting untuk 
mengawasi proses, target dan capaian 
privatisasi. Ketika peran DPR diabaikan 
tentu akan menghilangkan partisipasi 
masyarakat dalam  pengawasan 
privatisasi BUMN, sehingga bukan tidak 
mungkin tujuan mengejar keuntungan 
semata akan justru merugikan 
masyarakat.  
Lebih lanjut minimalisasi peran 
negara yang ditambah dengan tidak 
adanya kontrol DPR dalam penyertaan 
modal BUMN akan membuka celah 
penjualan BUMN secara sembunyi-
sembunyi oleh pemerintah. Padahal 
dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
disebutkan bahwa Pemerintah dapat 
melakukan penyertaan modal dengan 
terlebih dahulu ditetapkan dalam 
APBN/APBD. Saat penyertaan modal 
dilakukan menurut mekanisme PP 
No.72 Tahun 2016 terutama Pasal 2A 
ayat (3) dan ayat (4) akan 
mengakibatkan kekayaan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) yang dijadikan penyertaan 
modal negara pada BUMN atau PT, 
bertransformasi menjadi saham/modal 
negara pada BUMN atau PT tersebut, 
dan kekayaan negara yang 
bertranformasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN 
atau PT. Hal ini menunjukkan bahwa 
penyertaan modal berupa saham BUMN 
kepada pihak swasta sama artinya 
dengan melakukan privatisasi secara 
terselubung. Jika pun privatisasi 
seharusnya juga dilakukan dengan 
persetujuan DPR, namun yang terjadi 
DPR dihilangkan perannya dalam 
pengawasan sumber kekayaan negara 
yang terdapat dalam BUMN.  
Kondisi ini menunjukkan 
pergeseran perspektif pembangunan 
perekonomian nasional yang 
seharusnya mengacu pada gotong 
royong dan kekeluargaan menjadi 
liberalisasi ekonomi yang menekankan 
pada minimalisasi peran negara dalam 
sektor ekonomi. Ichsanudin Noersy 
menyatakan liberalisasi ekonomi, isinya 
adalah mengenai konsep penghematan 
fiskal dalam artian minim subsidi dan 
maksimal hutang, pasar bebas investasi 
dan perdagangan, liberalisasi pasar 
modal dan keuangan-perbankan, 
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serta  privatisasi. 19  Semestinya dalam 
konteks negara kesejahteraan yang 
dianut Indonesia, negara benar-benar 
berperan menjadi pengurus sekaligus 
pelayan masyarakat yang bertujuan 
untuk melindungi hak-hak rakyat dari 
ancaman dominasi kapitalisme. Secara 
umum tindakan negara tersebut 
diwujudkan dalam membuat regulasi 
dan mengelola sumber kekayaan 
negara untuk mewujudkan tujuan 
bernegara seperti ditentukan dalam 
alinea keempat pembukaan UUD 1945, 
dan bukan membuat regulasi yang 
justru menghilangkan peran negara 
dalam demokrasi ekonomi.  
Dalam pergaulan Internasional 
yang kini berada dalam cengkeraman 
kapitalisme, ekonomi liberal lah yang 
menjadi panglima. Pemerintah negara-
negara demokratis disebagian besar 
dunia tidak ada yang tidak terbuka 
terhadap ekonomi dunia yang liberal. 
Seperti dikatakan Fukuyama 
Liberalisme adalah pengakuan terhadap 
hak-hak untuk melakukan aktifitas 
ekonomi bebas dan pertukaran 
ekonomi berdasarkan kepemilikan 
                                                          
19  Ichsanudin Noersy, Issues and 
Perspektives of Privatization, Global Justice 
Update, Journal Monitoring Globalization and 
Free Trade, Vol 6/Special Edition, Jakarta:IGJ, 
2008. 
pribadi dan pasar. 20  Negara akhirnya 
menyerah pada kehendak pasar, disini 
para pemimpin negara-negara terutama 
negara sedang berkembang 
membutuhkan modal (Capital) yang 
besar untuk membangun negaranya. 
Terutama bagi Indonesia yang 
dibangun dalam fondasi kapitalisme 
yang infant, membutuhkan bantuan 
dari pihak Internasional untuk 
mengejar ketertinggalannya dengan 
mengikuti tren yang berkembang. 
Dikatakan lebih lanjut oleh Fukuyama 
bahwa Privatisasi dan perdagangan 
bebas telah menjadi semboyan-
semboyan baru yang menggantikan 
nasionalisasi dan substitusi import.21 
Pendapat ini diamini oleh Edi 
Suharto dengan menyatakan bahwa 
dalam kapitalisme negara hanya 
berperan sebagai penjaga malam guna 
menjamin mekanisme pasar berjalan 
lancar dan campur tangan negara yang 
terlalu besar dianggap hanya akan 
mengganggu beroperasinya pasar. 22 
Segala kebijakan yang mempersulit 
beroperasinya pasar sedapat mungkin 
dihilangkan, dan sebaliknya pemerintah 
dipaksa mengeluarkan kebijakan yang 
                                                          
20 Fukuyama, Op.Cit.,hal.75,   
21 Ibid, hal.73 
22  Edi Suharto Analisis Kebijakan Publik, 
Alfabeta, Bandung, 2008 
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mendukung berlakunya pasar bebas 
seperti kebijakan Privatisasi BUMN 
melalui penyerataan modal yang diatur 
dalam PP No.72 Tahun 2016. 
Saat DPR sudah tidak lagi 
menjalankan fungsi pengawasannya 
dalam setiap tahapan privatisasi BUMN, 
maka saat itu negara sudah kehilangan 
hak menguasai negara dalam 
mengurus, mengatur dan mengelola 
sumber kekayaan negara. Akibatnya 
kekayaan negara yang dipisahkan 
dalam bentuk BUMN yang mengalami 
penyertaan modal dan dilakukan 
menurut PP No. 72 Tahun 2016 maka 
secara tidak langsung BUMN tersebut 
sudah dipersiapkan untuk diprivatisasi 
atau dijual. Dengan proses privatisasi 
yang tidak transparan dan tidak 
demokratis, maka BUMN yang menjadi 
milik swasta akan benar-benar lepas 
dari kontrol negara sehingga tidak 
menjamin pemenuhan hak-hak rakyat 
atas manfaat barang dan jasa BUMN.  
Menjadi suatu hal yang penting 
dan harus dalam apapun kondisinya, 
DPR harus selalu dilibatkan. Apalagi 
dalam penentuan kebijakan strategis 
pemerintah yang mempengaruhi 
kedaulatan ekonomi negara, peran DPR 
sangat penting sebagai representasi 
kedaulatan rakyat dalam negara hukum 
yang demokratis. Pengabaian peran 
DPR dalam proses penyertaan modal 
BUMN yang seharusnya melalui proses 
APBN adalah sama artinya meniadakan 
kedaulatan rakyat dalam negara hukum 
kesejahteraan. Proses yang rumit dan 
lama dalam pembahasan APBN 
bukanlah suatu alasan untuk 
menghilangkan tahapan penting yang 
mencerminkan penguasaan negara atas 
kontrol terhadap cabang-cabang 
produksi yang penting dan menguasai 
hajat hidup orang banyak. Semestinya 
pemerintah dan DPR bisa bekerjasama 
membuat mekanisme yang mampu 
mengakomodir kepentingan kompetitif 
BUMN dengan tetap berlandaskan pada 
pemenuhan aspirasi rakyat guna 
mendapatkan manfaat yang optimal 
dari Privatisasi BUMN. 
Dari uraian diatas diketahui 
bahwa Privatisasi BUMN telah 
melanggar prinsip negara hukum 
kesejahteraan. Hal ini dikarenakan 
dengan beralihnya status kepemilikan 
BUMN ke tangan swasta telah 
mendistorsi peran penguasaan negara 
yang mengatur, mengawasi dan 
mengelola kepemilikan BUMN. 
Kebijakan privatisasi yang cenderung 
pada penjualan aset negara ini secara 
subtansi berakibat pada beralihnya 
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kepemilikan publik atas aset-aset publik 
menjadi milik swasta. Hal ini akan 
mengubah pula keuntungan atau 
manfaat yang bisa dimiliki publik 
menjadi milik swasta. Artinya hal ini 
akan membuka peluang komersialisasi 
atas aset-aset publik yang berakibat 
tidak berjalannya fungsi negara 
kesejahteraan yang dianut dalam 
konstitusi Indonesia dalam rangka 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial 
bagi rakyat Indonesia.  
Menjadi suatu hal yang penting 
dan harus dalam apapun kondisinya, 
DPR harus selalu dilibatkan. Apalagi 
dalam penentuan kebijakan strategis 
pemerintah yang mempengaruhi 
kedaulatan ekonomi negara, peran DPR 
sangat penting sebagai representasi 
kedaulatan rakyat dalam negara hukum 
yang demokratis. Pengabaian peran 
DPR dalam proses penyertaan modal 
BUMN yang seharusnya melalui proses 
APBN adalah sama artinya meniadakan 
kedaulatan rakyat dalam negara hukum 
kesejahteraan. Proses yang rumit dan 
lama dalam pembahasan APBN 
bukanlah suatu alasan untuk 
menghilangkan tahapan penting yang 
mencerminkan penguasaan negara atas 
kontrol terhadap cabang-cabang 
produksi yang penting dan menguasai 
hajat hidup orang banyak. Semestinya 
pemerintah dan DPR bisa bekerjasama 
membuat mekanisme yang mampu 
mengakomodir kepentingan kompetitif 
BUMN dengan tetap berlandaskan pada 
pemenuhan aspirasi rakyat guna 
mendapatkan manfaat yang optimal 
dari Privatisasi BUMN. 
Adapun dampak yang 
ditimbulkan dari Privatisasi BUMN 
melalui berbagai bentuk dan 
mekanismenya termasuk penyertaan 
modal BUMN terhadap kedaulatan 
ekonomi Indonesia adalah 
berkurangnya penguasaan negara pada 
kedaulatan ekonomi Indonesia. Kontrol 
negara yang lemah pada sektor 
ekonomi akan berpeluang mengabaikan 
hak-hak rakyat atas pemenuhan 
kesejahteraan masyarakat atas 
sumberdaya publik yang digunakan 
untuk kepentingan bersama. 
Pembukaan peran swasta baik nasional 
maupun asing kedalam pemilikan 
BUMN yang dilakukan tanpa kontrol 
efektif dari masyarakat (DPR) hanya 
akan membuka komersialisasi barang 
dan jasa yang dihasilkan dari BUMN 
sehingga mengabaikan pemenuhan 
manfaat dalam mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan sosial. 
Sudah saatnya Pemerintah meninjau 
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ulang seluruh peraturan tentang 
Privatisasi BUMN dan mencabut 
peraturan yang bertentangan dengan 




Konsep Privatisasi BUMN yang 
diterapkan di Indonesia menurut 
peneliti diketahui telah melanggar 
prinsip negara hukum kesejahteraan. 
Hal ini dikarenakan aspek negara 
sebagai pelayan publik dalam rangka 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial 
menjadi terabaikan pada saat 
kepemilikan BUMN beralih ke sektor 
swasta. Privatisasi BUMN yang 
dilakukan dengan berbagai bentuk tidak 
dapat merepresentasikan kedaulatan 
rakyat dalam perekonomian nasional. 
Akibat hukum Privatisasi BUMN adalah 
membuka liberalisasi ekonomi tanpa 
batas yang mengabaikan Prinsip 
Negara Hukum Kesejahteraan. Terlebih 
ketika proses privatisasi dapat 
dilakukan tanpa melalui proses APBN 
semakin tidak mencerminkan aspek 
keterbukaan dan akuntabilitas dalam 
kerangka pelaksanaan kedaulatan 




terhadap UU BUMN agar lebih jelas 
definisi tentang Privatisasi BUMN 
sehingga meminimalisir multi tafsir atas 
tindakan pemerintah dalam mengelola 
BUMN agar lebih sesuai dengan Prinsip 
Negara Hukum kesejahateraan.Terkait 
dengan aspek pengawasan Privatisasi 
BUMN, peran DPR perlu diperkuat 
dengan membentuk kelompok kerja 
yang khusus menangani Privatisasi 
BUMN sehingga akan mempercepat 
proses usulan dan persetujuan 
privatisasi melalui penyertaan modal 
yang akan dilakukan 
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